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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokolc 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

1Tahun 

1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 
· Indonesia Nornor 3041) sebagaimana t~l~ ... diubah dengan 

. /}" 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonorn Kabupaten-Kabupaten dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi · Sumatera Utara [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun .::1_956 Nornor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

. ..... _ 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a dan huruf b perhi membentuk Peraturan Bupati 

. Simalungun tentang perubahan Organisasi Rumah Sakit umum 
Daerah Perdagangan. 

ii 

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam bagian Keempat Rumah 
Saldt Urnum Kelas c .. Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan : 
1045/MENKES/PER/Xl/2006 tanggal . 28 Nopember i 2006 
tentang pedoman Organisasi Rum9:11, Sakit di . Lingkungan 
Departernen Kesehatan, sehingga Organisasi pada . Pasal 6 
Peraturan Daerah Kabupaten Simalurigun Nomor 11 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Rumah ::1Sakit Umum Daerah 
Perdagangan perlu disesuaikan dalam Produk Hukum Daerah 
yakni Peraturan Bupati Simalungun; 

' a. bahwa mempedomani ketentuan dalam Pasal 2 ayat (dua) c dan 
Pasal 16 ayat (dua) c Peraturan Pemerintah Nornor 41 Tahun 
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; ' 

BUPA'fI Sil\iiALU:t.iGUN, 

DENGAN R:AHMAT TUHAN' YA.l.J'G M.AlU ES.A. 

PER.UBAHAN Ol?GANISASI nmvu.i.a SAKIT UMUM DAER.AH 
PERDAGANQAN 

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NC>MOR 3 TAH'UN 2016 

Mengingat 

Menimbang 
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NOMOR 2f;3TAHUN 2016 
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KABUPATEN SIMALUNGUN 
SERITA OAJ:RAH 

' ,1;. ,, .~~··-., ... 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 ?ahun 1996 tentang Te~;Lga 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
.Nomor 3637); 

·-ii 
10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20115 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-undang Nornor 12 Tahun 2p11 tentang1.,Pcmbcf?-rU.lG:tn 
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 5234); · 

··.,,_.., 

. ·. 
8. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor lS~l, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 

. 
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 144, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

5. Undang-Undang Nozuor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); '1;J. •. / 

4. Undang-Undang Nomor 1. Tarrun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara ·Republik 
Indonesia Nomor 4355); ·: 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun. ·2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); ' ··,, 

: Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nornor ~69, Tambahan.Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); ;1' F': : · 



... _ 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 
2008 tentang · Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan 
Kabupaten Simalungun (Lernbaran Daerah Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 No111or 16 Seri D Nornor 15); · 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nornor 17 Tahun 
2008 Tentang Organisa.si dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah. Kabupaten 
Simalungun Tahun 2008 Seri D Nomor 16) Sebagaimana telah 
diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Simalungun Nomor 3' Tahun 2014 , tentang 
Perubahan Keernpat Atas Peraturan Dearah Kabupaten 
Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Orgarrisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah ~~J{E:tbupaten Sirnalurigun 
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2014 Nomor 
3 Seri D Nomor 3); · 

17. Peraturan Pernerintah Nomor 41. Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lernbaran Negara 

· Republik Indonesia Nomor 47~·1); ... 

16. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan · · Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pernerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4 73 7); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun1i2005 tentang Pedoman 
Pernbinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintahan 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

. 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Perriberhentian Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 
1.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4263); .. 

13. Peraturan Pemerintah · Nomor 56 . Tahun 2001 ten tang 
Pelaporan Penyeleriggaraan Pernerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. NomorA124); 

·[ 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik · Indonesia Tahun 200_1 Nornor 77, Tarnbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia. Nomor 4016); 



I' 
7. 

I 8. 

9. 
10 . 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun. 
2. Pemerinta.h Daerah adalah Pernerintah Kabupaten 

Simalungun. 
3~ Bupati adalah Bupati Simalungun. 
4. Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun adalah unsur 

pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 
Rumah Sakit Umum Daerah, Lembaga lain, Kecamatan dan 
Keseluruhan. 

5. Rumah Sakit. Daerah adalah sarana · kesehatan yang 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara 
paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat 
jalan dan rawat darurat yang dikategorikan kedalam Rumah 
Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah. 

6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disebut RS UD 
adalah Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan Kabupaten -..___ _ 
Simalungun di Perdagangan, . :; 
Direktur Ruman Sakit adalah . Pimpinan pelayanan 
kesehatan Rumah Sakit Um urn, Daerah -di Perdagangan, 
Kelompok jabatan fungsional adalah sejumlah tenaga dalam 
jenjang Jabatan Fungsional yang dapat dibagi dalam 
berbagai kelompok sesuai sifat keahliannya. · · 
Eselon adalah tingkat jabatan struktural, 
Desentralisasi adalah penyerahan wewena~g pemerintahan 

. oleh Pemerintah kepada Daerah otonom liirituk>' merrgatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. '~-~ ... ·;:,, 

, I 

BAB I 
KETEN'l'UAN UMV.l\11 . ;i 

!' 

. {', 
. 'i/ 

lWEMU'l'USKAl\J : 

PERATURAN BUPATI SIMA.LUNGUN 'l'ENTANG PERUhlAH.A.l\J 
ORGANlSASI RtJ'lltIA.H S.Al01' ' O'l"~IUM DAEH'.A:H 
PER.DAGANGAN. • !i .· 

Menetayfks.n 

22. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 
Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 
178); 

21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK. 
02. 03/1/0837 /2015 tentang Penetapan Kelas Rurnah Sakit 
Umum Daerah Perdagangan; 

20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1045/MENKES/PER/ 
XI/2006 tentang Pedornan Organisasi Rumah Sakit di 
Lingkungan Departemen Kesehatan; 
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Pasal 3 
Strtuktur organisasi 

(1) Organisasi RSUD Perdagangan, terdiri dari : 
a. Direktur; · 
b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian TU dan Umum; 
2. Sub Bagian keuangan; 
3. Sub Bagian program. 

c. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari : 
1. Seksi pelayanan medis; 
2. Seksi pengernbangan kesehatan. 

d. Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari : 
1. Seksi medical record dan perawatan rawat: 
2. Seksi rehabilitasi medis.. ·--- 

e. Bidang keperawatan, .terdri dari: 
1. Seksi keperawatan: 
2. Seksi propesi dan mutuasuhan keperawatan. 

(2) Bagan struktur organisasi '~RSUD Perdagangan t-'tdalah 
sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan Bupati ini 
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(1) Maksud perubahan organisasi RSUD Perdagangan adalah 
untuk meningkatan kelas pada Rumah sakit. 

(2) Adapun tujuan dari perubahan Organisasi RSUD Perdagan.gan 
adalah meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, seperti 
tersedianya fasilitas Rawat Inap, ~.awat Jalan pan Unit Gawat 
Darurat sesuai dengan cakupan" wilayah pelayanari RSUD 
kepada masyarakat. 

MAKSUD DAN 1'UJUAN 

Pasal 2 

· 11. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang Pemerintahan 
oleh pemerintah kepada Gubemur sebagai wakil pemerintah 
dan/ a tau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu. 

12. Tugas pernbantuan adalah penugasan dari pernerintah 
kepada daerah dan/ atau desa perintah propinsi kepada 
Kabupaten/Kota danj atau Desa serta dari Pernerintah 
Kabupaten/ Kata ~kepc1.da Desa untuk rnelaksanakan tugas 
tertentu .. 

13. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, 
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap .. ,..orang 
untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. 

14. Pelayanan adalah berkenaan dengan pekerjaan terutama 
pengobatan dimasyarakat dalam pencegahan penyakit, 

15. Medis adalah pengobatan yang secara khusus berhubungan 
dengan penderita yang sakit atau cedera mendadak yang 

· memerlukan penanganan segera. 
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TAHUN 2016 

11 , ,' GIDION PURBA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN b!OMOR 

SEl-~RETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal i.1 J.1.1 2016 

BlNSAR SITUMORANG 

dto 

Pj. BUPATI SIMALUNGUN, 

Parnatang Raya 
Ol~ il'>l 2016 

Ditetapkan di 
pada tanggal 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan periempatarmya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun. · <: 

Peraturan Bupati ini .... rnulai berlaku pada t4nggal diundangkan . . , 
:: 

Pasal 4 

( .. 
. BAB 11 

KETENTUAN PENUTUP 

~·· 
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.. 



dto 
;; . 

Pj._:BUPATI SIMALUNGUN, 

· Kasie Profesi clan Mutu 
Asuhan Keperawatan 

I 
Xasie Keperawatan I 

.. .• -."!;;,-_ 

Kabid Keperawatan 

Kasubbag Program [ 

Diundangkan di Pamatang Raya 
pada tanggal 02.- . oz: r 2016 

Kasie Pengembengan 
Kesehatan 

Kasie Medikasi Record Dan 
Perawatan Rawat 

Kasie PelayananMedis Kasie Rehabilitasi Medis I 
---' 

I I I I 
.. ,• 

Kabid Pelayanan Medis, 
. . )''" 

Kabid Pelayanan Penunjang 

Kasubbag Keuangan Kasubbag Umum dan 1U 
I 

KA. BAGIAN TATA USAHA 

DIREKTUR r i 

~ 
LAMPIRAN:" ~RATURAN BUPATI SIMALUNGUN 
NOMOR : 3 :'@n_f1t12.~lb 
TANGGAL : oi""'" t?. - J-ot'7 
TENTANG : PERUBAHAN ORGAJ.'iISASI RSUD PERDAGANGAN .-- 

STRUKTUR ORGAfflSASI RSUD PERDAGANGA!f 

I- 


